
BUPATI KOITAWE SELATAN
PROVIilSI SULAWTSI TENGGARA

PIRATURAN BUPATI KONA\PE SELATAN
lYoMoR . 66 TAHUN 20122

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KER-IA BN)AN KEPEGAWNAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA I{ABUPATEIY KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWT SELATAN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (21

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri,

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten

lKota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Uru san Pemerintahan ;

b. bahwa sebagai tindaklanjut Surat Gubernur Sulawesi

Tenggara Nomor 060 / 5476 tanggal 29 November 2021 hal

Rekomendasi Hasil Perbaikan Data Urusan Pemerintahan

Kabupaten Konawe Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Keq'a Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 7945;
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2671;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

ffiael;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagai mana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2079 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republi Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6aozl;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2O2O tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 6a771;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 12O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2018

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLB Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat

Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenlKota yang

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 197);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe

Selatan Tahun 2022 Nomor 1).
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MEMUTUSKAIY 3

PERATURAN BUPATI KONAWT SELATAN TENTANG
KEDUDUI(AN, SUSUITIAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBAIIGAN STIMBER DAYA MANUSIA I(ABUPATEN
KONAtr'T SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi administrasi

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia

daerah Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe

Selatan;

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja

pada instansi pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutya disingkat PNS adalah

warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.
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10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional

dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II
BTIiITUK, NOMENKLATUR DAIY TIPE

PERANGI{AT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urus€Ln

pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;

(21 Penentuan tipe Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
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(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
KEDUDUI(AN DAIII SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

{2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

b. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian database serta

analisa data;

c. perencanaan dan perumusan strategis pada bidang

kepegawaian dan pengembangEln sumber daya manusia;
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d. penyiapan dan pelayanan administrasi kepegawaian

meliputi pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian

dan pensiun;

e. penyiapan dan pelayanan administrasi kepegawaian

meliputi : pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan

dan promosi jabatan struktural dan fungsional sesuai

dengan norrna stamdar dan prosedur yang ditetapkan

dengan peraturan perundang-undangan.

f. penyiapan administrasi pensiun, tunjangan dan

kesejahteraan aparatur sipil negara sesuai dengan norma,

standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh

pemerintah;

g. penyiapan administrasi pengembangan kompetensi aparatur

sipil negara, seleksi jabatan tinggi pratama dan pendidikan

pelatihan;

h. pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

i. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan

kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;

j. pembinaan dan pelaksanaan keq'asarna dengan masyarakat,

lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;

k. pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada

aparatur sipil negara;

1. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

secara komprehensif ;

m. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

di kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

n. pelaksanaan dan pengoordinasian penegakan disiplin bagi

aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten;

o. penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.



-8-

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8
(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe

Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;

d. Bidang Mutasi dan Promosi

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

f. Bidang Penilaian Kineq'a Aparatur

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe

Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan

ini.

BAB TV
TUGAS DAIT FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan bertugas memimpin, membina,

mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan

dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua

kegiatan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta

bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan,

pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga,

pemeliharaan kantor, menyiapkan bahan koordinasi,

penyusunan program kerja, laporan akuntanbilitas kinerja

instansi pemerintah, Standar Operasional Prosedur,

evaluasi kineq'a dan pelaporan.

(21 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan

anggaran serta penyusunan laporan keuangan;

b. penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja instansi

pemerintah dan Standar Operasional Prosedur;

c. penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai

lingkup badan;

d. penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan,

ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;

e. pemeliharaan barang inventaris dan perlengkapan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 12

(1) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
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t2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusunan

rencana program kegiatan Badan Kepegawaian dan

pengembangan sumber daya Manusia (RENSTRA, RENJA,

RKA) serta penyusunarl laporan akuntanbilitas kinerja

instansi pemerintah dan Standar Operasional Prosedur.

(21 Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas

melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan

verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan

keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan,

serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan urLlsan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan

dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, danr

dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi

kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Pasa1 14

(1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

mempunyai tugas merencanakan operasional, merumuskan

melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi

dan melaporkan urusan pengadaan dan pemberhentian

aparatur, data dan informasi aparatur.

(21 Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dipimpin

oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.
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Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

menyelenggarakan Fungsi:

a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan

informasi;

b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan

untuk pelaksanaan pengadaan;

c. penyelenggaraa.n pengadaan PNS dan PPPK;

d. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;

e. pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi

pemberhentian;

f. pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;

g. pengoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;

h. pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN; dan

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan,

pemberhentian dan pengelolaan informasi; dan

j. pelaksanakaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi terdiri

dari :

a. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;

b. Subbidang Data dan Informasi;

c. Subbidang Fasilitasi Profesi ASN

(2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi.
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Pasal 17

(1) Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. merencanakan dan melaksanakan pengadaan aparatur;

b. menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan

aparatur;

c. memproses dokumen pemberhentian aparatur;

d. membuat daftar penjagaan pensiun ;

e. memverifikasi dokumen usulan pensiun;

f. mengevaluasi dan pelaporan pengadaan dan

pemberhentian aparatur; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang baik lisan maupun tertulis terkait dengan bidang

tugasnya.

(21 Sub Bidang Data data Informasi mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan pengembangan sistem informasi

kepegawaian;

b. mengelola sistem informasi kepegawaian;

c. pemeliharaan sistem informasi kepegawaian;

d. menyusun database kepegawaian;

e. mengevaluasi sistem informasi kepegawaian; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik

lisan maupun tertulis terkait dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan

profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);

b. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan

kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan

fungsi lembaga profesi ASN;

c. mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang

kepengurusan; dan
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d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang baik lisan maupun tertulis terkait dengan bidang

tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Mutasi dan Promosi

Pasal 18

(1) Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas merencanakan

operasional, merumuskan, melaksanakan, mengelola,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

mutasi, kepangkatan, pengembangan karir dan promosi.

(21 Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18, Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan mutasi dan promosi;

b. penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;

c. pengoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;

d. pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi

dan promosi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 20

(1) Bidang Mutasi dan Promosi terdiri atas :

a. Sub Bidang Mutasi;

b. Sub Bidang Kepangkatan;

c. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi
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(21 Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Pasal 2 1

(1) Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan dan melaksanakan mutasi;

b. memveri{ikasi dokumen mutasi;

c. melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam
jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;

d. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis terkait dengan bidang

tugasnya.

(21 Sub Bidang Kepangkatan mempunyai sebagai berikut tugas :

a. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;

b. memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;

c. mengusulkan berkas kenaikan pangkat;

d. memverifikasi draft keputusan kenaikan pangkat;

e. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan

kepangkatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bidang baik lisan maupun tertulis terkait dengan bidang

tugasnya.

(3) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai

tugas sebagi berikut :

a. menyusun pedoman pola pengembangan karir;

b. menyusun daftar urutan kepangkatan;

c. menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;

d. menfasilitasi pelaksanaan pelantikan ASN ;

e. mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karir dan

promosi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang lisan maupun tertulis terkait dengan bidang

tugasnya.
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Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Pasal 22

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai

tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan,

mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

urusan penyelenggaraan pengembangan kompetensi

aparatur.

(21 Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22, Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;

b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

c. pengoordinasian dan keq'asama pelaksanaan seleksi

jabatan;

d. perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;

e. pelaksanaan fasilitasi diklat teknis fungsional; dan

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengembangan kompetensi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan

baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal24

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur terdiri atas :

a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;

b. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan

c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
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{2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh

Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi

Aparatur.

Pasal 26

(U Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi mempunyai

tugas sebagai berikut :

a. menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan;

b. menginventaris data calon peserta diklat penjenjangan;

c. mengusulkan peserta diklat penjenjangan;

d. mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;

e. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan ujian
penyesuaian ijasah dan ujian dinas bagi ASN;

f. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
g. memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;

h. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis terkait dengan bidang

tugasnya.

(2) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. menyusun daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;

b. menginventaris data calon peserta diklat teknis

fungsional;

c. mengusulkan peserta diklat teknis fungsional;

d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan diklat

fungsional;

e. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat

fungsional; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis terkait dengan bidang

tugasnya.
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(3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan

kompetensi;

b. memverifikasi kesesuaian standar kompetensi jabatan

aparatur;

c. membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;

d. menganalisis metode yang akan dilaksanakan dalam

pengembangan kompetensi aparatur;

e. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan

pengembangan kompetensi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang baik lisan maupun tertulis terkait dengan bidang

tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Pasal 27

(1) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

mempunyai tugas merencanakan, merumuskan,

melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi

dan melaporkan urusan penyelenggaraan penilaian kinerja

dan penghargaan aparatur.

(21 Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan keb{jakan pengembangan kompetensi;

b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
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c. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi

jabatan;

d. perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan

sertifikasi;

e. pelaksanaan fasilitasi diklat teknis fungsional; dan

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengembangan kompetensi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan

baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan terdiri

atas :

a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;

b. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kine4'a Aparatur II;

dan

c. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.

(21 Sub Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penilaian Kinerja

Aparatur dan Penghargaan .

Pasal 30

tl) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan dan melaksanakan penilaian dan

evaluasi kineq'a aparatur;

b. membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja

aparatur;

c. menganalisis hasil penilaian kinerja apatur;

d. mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja

aparatur; dan
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e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang baik lisan maupun tertulis terkait dengan bidang

tugasnya.

l2l Sub Bidang Penilaian dan Evaiuasi Kineq'a Aparatur II

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan dan melaksanakan penilaian dan

evaluasi kinerja aparatur;

b. membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja

aparatur;

c. menganalisis hasil penilaian kinerja apatur;

d. mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kineda

aparatur; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang baik lisan maupun tertulis terkait dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur;

b. memverifikasi tingkat kehadiran aparatur;

c. merumuskan penjatuhan hukuman disiplin aparatur;

d. menyusun dan memproses usulan pemberian

penghargaan;

e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil

kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang baik lisan maupun tertulis terkait dengan

bidang tugasnya



-20-

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 3 1

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis

dinas secara operasional di lapangan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat

(1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu terdiri atas :

a. Unit Pelaksana Teknis Badan kelas A untuk mewadahi

beban kerjayang besar; dan

b. Unit Pelaksana Teknis Badan kelas B untuk mewadahi

beban kerja yang kecil.

(a) Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A sebagaimana dimaksud

ayat (3) huruf a, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas B sebagaimana dimaksud

ayat (3) huruf b, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi

serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan

secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai

wakil pemerintah pusat.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.
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Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai bidang keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala Badan;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB V
TATA KEzuA

Pasal 34
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi

lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing;

tzl Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris

dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit

organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-

masing;

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.
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Pasal 35

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

masing-masing dan bila tedadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk

terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub

Bidang wqiib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari

bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk

menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan

pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan keq'a.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat

berkala.



-23-

Pasal 41

(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris

melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku;

(21 Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala

Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi

tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGI(ATAN, PENGANGI{ATAN, ESELONISASI DAN

PEMBERIIENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural dilingkungan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe

Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-

undangan yang berlaku;

(21 Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan merupakan

jabatan eselon IIb;

{4) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan merupakan

jabatan eselon IIIa;

(5) Kepala Bidang lingkup Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe

Selatan merupakan jabatan eselon IIIb;
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(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan

Kepegawaian dan Pengembarlgan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa;

(71 Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah;

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 53 Tahun 2A18 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang

bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
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Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

12 A6'usrur 2022PARAF KOORD! ' .::: pada
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